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PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 67 ayat (3) dan
Pasal 94 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Ujian Nasional Pendidikan
Kesetaraan;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa Kkali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas,
Dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara;

. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai

Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu |l sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 59/P Tahun 2011,

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun

2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun

2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A,
Program Paket B, dan Program Paket C;

10.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun

2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun

2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan
Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;

12.Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Keagamaan Islam.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TENTANG TENTANG UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN
KESETARAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Pendidikan  kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang
menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan
SMK mencakup program Paket A/Ula, Paket B/Wustha, Paket C, dan
Paket C Kejuruan;

Kulliyatul/Tarbiyatul Mu’allimin adalah jenjang pendidikan menengah
di pondok pesantren yang setara dengan SMP/SMA yang sederajat
dengan masa belajar empat tahun/enam tahun;

Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan, yang selanjutnya disebut
UNPK, adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta
didik Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket
C, dan Program Paket C Kejuruan yang dilakukan oleh Pemerintah
secara nasional;

Prosedur operasi standar yang selanjutnya disebut POS adalah urutan
langkah baku yang mengatur teknis pelaksanaan Ujian Nasional
Pendidikan Kesetaraan yang ditetapkan oleh BSNP;

Nilai Akhir yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara
nilai rata-rata laporan hasil belajar pada satuan pendidikan nonformal
kesetaraan dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan nilai Ujian
Nasional;

Kriteria kelulusan adalah persyaratan pencapaian minimal untuk
dinyatakan lulus.

Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP
adalah Badan mandiri dan profesional yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan;

Surat keterangan hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan adalah
dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota yang memuat daftar nilai hasil Ujian Nasional
Pendidikan Kesetaraan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pendidikan.

Pasal 2

Mata pelajaran yang diujikan dalam UNPK meliputi:
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